BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak
mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak semakin
bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan
peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa dan
wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, yang memiliki
tujuan untuk memenuhi keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki
perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak pusat, yaitu
pajak penghasilan. Pajak penghasilan juga memiliki perbedaan pasal dan fungsinya
masing-masing. Pajak penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada Subjek Pajak dalam
negeri, yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap,



yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan jasa.

Sistem pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia
menganut self assessment system yaitu sistem perpajakan yang memberi
kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerima
penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak
yang harus dibayar. Hal ini, dapat diartikan bahwa pemberi kerja juga diberikan
kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor, dan
melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang
pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka penting bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk
mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara benar dan sesuai dengan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
paska lahirnya Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2023, yang digunakan untuk
penghitungan setiap masa bulanan pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal tersebut,
menjadikan perhitungan lebih praktis karena sudah menggunakan system single
tarif dan adanya pengelompokkan pegawai ke dalam tiga kelompok besar yaitu
TER-A, TER B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi
kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta
dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dikenakan.

Menurut Krishan (2025), terdapat kompleksitas pada perhitungannya di bulan

terakhir atau masa pajak akhir tahun. Periode bulan Januari hingga November,



perhitungan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) cenderung
sederhana. Pada bulan Desember (atau Masa Pajak Terakhir) pemotongan kembali
dilakukan dengan tarif progresif. Penelitian terdahulu, Hanifah (2024) menyatakan
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-
Rata (TER) pada PT. CDS menimbulkan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang disebabkan oleh pemotongan tunjangan THR, bonus, dan tunjangan
lainnya di masa pajak Maret sehingga terjadi kelebihan pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang menimbulkan beban administratif bagi perusahaan.
Menurut Novitasari, A. D. dan Anggraini, D. 1. (2025) menyatakan beberapa
karyawan dengan penghasilan rendah dan status tanpa tanggungan (TK/0) yang
sebelumnya tidak dikenai pajak karena penghasilnnya dibawah PTKP tetap
dikenakan tarif tertentu dalam sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER), walaupun
kecil.

Menurut Evinkaw (2024) juga menyatakan bahwa perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 ini mengakibatkan sejumlah pegawai di Indonesia mengalami
penurunan pendapatan gaji bersih atau fake homepay yang mereka terima.
Perbedaan yang mencolok ini terjadi pada perluasan objek Pajak Penghasilan Pasal
21 yang mencakup imbalan natura atau kenikmatan atau hanya dari penghasilan
bruto saja, tidak melibatkan pengurangan pajak seperti biaya jabatan pada mode
perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) ini. Berdampak terif pajak yang
dikenakan kepada pegawai cukup besar daripada menggunakan perhitungan pajak
yang menggunakan tarif progresif. Beberapa penelitian tersebut penting dilakukan

penelitian kembali pada Pajak Penghasilan Pasal 21.



Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang memperkenalkan skema perhitungan TER. .
Perubahan ini secara langsung memengaruhi kewajiban perusahaan, terhadap pihak
internal (pemotongan PPh 21 karyawan) maupun pelaporan eksternal (penyetoran
dan pelaporan ke kas negara). Hal ini didukung dengan adanya skema perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perhitungan bulanan yang dapat menimbulkan
kompleksitas di akhir tahun fiskal dan berpotensi menyebabkan kelebihan atau
kekurangan pembayaran pajak, terutama bagi karyawan yang menerima
penghasilan tidak teratur seperti tunjangan THR atau bonus. Adaptasi terhadap hal
ini juga dialami oleh para wajib pajak badan, dimana perusahaan bahkan
membutuhkan jasa kantor konsultan pajak.

Salah satu kantor konsultan pajak di Surabaya, yaitu Fa. Norbertus, Melisa
& Rekan, juga mendapati beberapa klien WP Badan yang menggunakan jasanya
untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut. Fa. Norbertus, Melisa &
Rekan ini menyediakan layanan konsultasi akuntansi dan perpajakan yang
komprehensif, terpercaya, dan berorientasi solusi.

Salah satu klien Fa. Norbertus, Melisa & Rekan yaitu PT. X, menggunakan
jasa kantor konsultan tersebut untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT.
X tersebut didirikan pada tahun 2010 bergerak di bidang perdagangan pertanian,
khususnya dalam jual beli jagung. Perusahaan ini berfokus pada kegiatan jual beli
dan distribusi produk jagung. PT. X telah berdiri selama 20 tahun. Pada tahun 2024,

perusahaan menyesuaikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan



ketentuan terbaru. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa
perhitungan pajak tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku seiring dengan
berkembangnya perusahaan. Bertujuan memastikan perhitungan yang diterapkan
apakah sudah sesuai peraturan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengidentifikasi penerapan
perhitungan dan pelaporan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 pada salah satu
klien Fa. Norbertus, Melisa & Rekan, yaitu PT. X. Penelitian ini diharapkan
membantu memahami proses perhitungan Tarif TER PPh 21 dalam praktik
perpajakan sesuai dengan peraturan terbaru yang belaku. Penelitian ini juga akan
menganalisis kesesuaian atau kepatuhan penyetoran dan pelaporan pajak
perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul
“ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA DALAM
PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PADA PT. X”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
yang dapat diambil:
1. Bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 oleh PT. X sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah prosedur penyctoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. X telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT.X sudah sesuai

dengan waktu yang ditentukan?



1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, Adapun tujuan penelitian
sebagai berikut:
1. Menganalisisn perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
oleh PT. X sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. X sudah sesuai
dengan waktu yang ditentukan
3. Mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. X sudah sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

dibawah 1ini.

1. Bagi Universitas Hawam Wuruk Perbanas

Hasil penelitian diharapkan dapat dimafaatkan sebagai sumber rujukan dan
informasi tambahan di perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas,
khususnya bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah perpajakan
di masa mendatang dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan
topik penelitian ini.

Bagi Fa. Norbertus, Melisa dan Rekan

Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi
penerapan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 21 dengan mengikuti perubahan kebijakan pemerintah yang baru

dalam perusahaan.



3. Bagi Instansi (PT.X)
Sebagai bahan evaluasi potensi mengidentifikasi kesalahan atau
ketidaksesuian dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai penduan selama masa
transisi dan adaptasi terhadap peraturan terbaru, sehingga meningkatkan
tingkat kepatuhan perpajakan dan pelaporan tepat waktu.

4. Bagi Peneliti
Penulisan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi
sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang didapatkan selama

perkuliahan diterapkan dalam Perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan dalam menulis sebuah tulisan
ilmiah. Sistematika penulisan tugas akhir diploma diperlukan agar dapat tersusun
secara sistematis, rapi, terstruktur, dan runtut. Sistematika penulisan tugas akhir
terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut.
BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjabarkan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Penjabaran latar belakang berisi tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi
penelitt mengambil topik penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang yang
sudah dijelaskan akan dirumuskan dengan beberapa rumusan masalah untuk
mencapai tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA



Pada bab tinjauan pustaka menjabarkan uraian teori serta konsep yang dapat
dijadikan dasar dan mendukung penelitian. Uraian-uraian tersebut dapat bersumber
dari buku, jurnal ataupun artikel ilmiah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjabarkan desain penelitian, batasan

penelitian, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Teknik

analisis data menjelaskan tentang metode untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan menjabarkan gambaran subjek penelitian
(sejarah, visi dan misi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan profil usaha),
hasil penelitian, dan pembahasan. Pembahasan untuk penelitian deskriptif yang
menggunakan teknik dokumentasi dan observasi adalah penjelasan evaluasi atau
kondisi yang ada di perusahaan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup menjabarkan simpulan, saran, dan implikasi penelitian.
Simpulan berisi uraian singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran berisi
saran bagi peneliti ketika melakukan penelitian selanjutnya, sedangkan implikasi
penelitian berupa saran yang mengacu pada hasil pembahasan penelitian kepada
manajemen perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari

sebelumnya.



